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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sungai  Raya  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  majelis  hakim,  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Punggur  Kecil,  25  Juni  1975,  agama

Islam,  pekerjaan  Guru  Honor,  pendidikan  S1,  tempat

kediaman di Jalan Hasanudin Sungai Bemban, RT. 018,

RW. 006, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap

Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kalimas, 05 Oktober 1971, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman

di Gang Lestari, Dusun Mekar Baru, RT. 003, RW. 008,

Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten

Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal

16  Maret  2021  dengan  register  perkara  Nomor  232/Pdt.G/2021/PA.Sry,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10-05-1996 Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Pontianak
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sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :  140/16/VI/1996, tanggal  03-06-

1996 ; 

2. Bahwa,  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah  nenek dari Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan  di  Desa  Punggur  kemudian  pindah  ke  rumah  milik  orang  tua

Penggugat selama 11 (sebelas) tahun di Desa Punggur, kemudian pindah

kerumah  kontrakan  di  Desa  Kapur  Gang  Prona  selama  2  (dua)  tahun,

setelah itu tinggal dirumah kontrakan di Gang Ismail Desa Kapur selama 1

(satu)  tahun,  kemudian pindah  kerumah kontrakan di  Gang Lestari  Desa

Kapur selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat

dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun sampai berpisah; 

3. Bahwa,  selama  dalam  pernikahan,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami

isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

3.1. ANAK 1; 

3.2. ANAK 2; 

3.3. ANAK 3 

Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat; 

4. Bahwa,  sejak  tahun  pertengahan  tahun  2017  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran; 

5. Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

adalah :

5.1.Tergugat jarang menafkahi lahiriah kepada Penggugat; 

5.2.Tergugat  mengancam  ingin  membunuh  Penggugat  jika  Penggugat

mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama; 

5.3.Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

kepada Penggugat seperti menampar dan menendang; 

5.4.Tergugat  sering  menyuruh  Penggugat  untuk  meminjam  uang  serta

membayar pinjaman tersebut; 

5.5.Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat; 
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6.  Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi  pada bulan Februari

2021  yang  disebabkan  karena  Tergugat  sering  berhutang  tetapi  yang

melunasi  hutang  tersebut  adalah  Penggugat,  sehingga  Penggugat  pergi

meninggalkan Tergugat  dan  sejak  saat  itu  Penggugat  dan Tergugat  tidak

pernah kumpul lagi layaknya suami istri; 

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak

sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat

dan memilih untuk bercerai; 

8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai

baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun

tidak berhasil; 

9.  Bahwa,  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini; 

 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

1.Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat)

3.Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

 

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  meskipun  menurut  surat  panggilan  (relaas)  Nomor

232/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 17 Maret 2021 yang dibacakan di muka sidang,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  namun  ketidakhadirannya

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa,  sekalipun  upaya  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  karena

ketidakhadiran  Tergugat  di  muka  persidangan,  namun Majelis  Hakim  dalam

persidangan  telah  memberikan  nasehat  kepada  Penggugat  untuk  rukun

kembali  menjalin  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  dan  Penggugat
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menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun

kembali dengan Tergugat;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  mengenai  permohonan  perceraian

antara  para  pihak  yang  beragama Islam dan  perkawinannya  dilangsungkan

secara  hukum Islam,  maka  berdasarkan Pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan

memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Kompilasi

Hukum  Islam  perkara  ini  termasuk  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama

Sungai Raya;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal

65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009  Jo. Pasal  31  Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya

karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan

oleh  Penggugat  tersebut  sebelum  tahap  jawab-menjawab  dan/atau  tanpa

dihadiri  oleh  Tergugat,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  54  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut

tidak perlu persetujuan dari  Tergugat,  dengan demikian pencabutan tersebut

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka

sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  terakhir

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan

untuk membayar biaya perkara;

Mengingat  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut

perkaranya;  

2. Menyatakan perkara nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Sry, dicabut;  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 370000,- ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sungai  Raya  pada  hari  Selasa tanggal  23  Maret  2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal  9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh  Abdul  Hamid, S.H.I.

sebagai Ketua Majelis,  Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Abdul Hamid, S.H.I.
Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.
Panitera Pengganti,

Etha, S.H.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00

-  Proses : Rp  50.000,00

-  Panggilan : Rp 250.000,00

-  PNBP : Rp  20. 000,00

-  Redaksi : Rp  10.000,00

-  Meterai : Rp  10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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